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Penduduk

1. Pe nduduk

Penduduk dalam pembangunan mempunyai peran
sebagai pelaku (subjek) dan juga sebagai tujuan (objelSuatu
pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu
meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas
(misalnya; mengurangijumlah penduduk miskin, menurunkan
tingkat pengangguran, dan menyediakan pendidikan yang
terjangkau bagi semua penduduk).Keadaan kependudukan
yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan,
jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas
penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi
pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pembangunan
kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam
pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusiaMasalah utama
kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau adalah laju
pertumbuhan yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan

migrasi masukyang cukup besar

1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama Periode tahun 200-2011, Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP) Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan
sebesar 5,43% per tahun. Jika dilihat LPRabupaten/kota
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Penduduk

cukup bervariasi, Kota Batam mempunyai LPP paling besar
yaitu sebesar 8,11% per tahun, sementara Kabupaten Lingga
mempunyai LPP yang terkecil yaitu sebesar 1,33% per tahun

Tabel 1.1. LPP Kagauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 20162011

Penduduk LPP
Kabupaten/Kota
2000 2010 2011 2000-20102000-2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
[01] Karimun 171.405 212.561 223.397 2,18 2,68
[02] Bintan 110.068 142.300 149.554 2,60 3,11
[03] Natuna 52.741  69.003 72.521 2,72 3,24
[04] Lingga 79.451 86.244  90.641 0,82 1,33
[05] Kepulauan Anambas 28.510 37.411  39.318 2,75 3,27
[71] Batam 455.103 944.285 992.425 7,57 8,11
[72] Tanjungpinang 142,929 187.359 196.910 2,74 3,26

Kepulauan Riau 1.040.207 1.679.163 1.764.766 4,91 5,43

Sumber: Proyeksi Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Kota Batam yang sangat
tinggi disebabkan oleh migrasimasuk penduduk dari luar
Provinsi Kepulaun Riau, yang bertujuan untuk mencari kerja,

dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya.

1.2. Distribusi Penduduk

Distribusi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau sangat
tidak merata antar kabupaten/kota. Sebagian besar penduduk
Provinsi Kepulauan Riau tinggal di Kota Batam, yaitu sebesar
56,24% pada tahun 2011.Sementara di KabupatenNatuna,
Lingga, dan Kepualauan Anambas hanyasebesar 4,11%,
5,14%, dan 2,23%.
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Penduduk

Tabel 12. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Riau
menurut Kabupaten/Kota, 2011

Luas Distribusi Kepadatan
Kabupaten/Kota Daratan  Penduduk Penduduk Penduduk
(Knf) (%) Per Kni

(@] (2 3 (4 (5
[01] Karimun 1.524,00 223.397 12,66 147
[02] Bintan 1.739,44 149.554 8,47 86
[03] Natuna 2.814,26 72.521 4,11 26
[04] Lingga 2.117,72 90.641 514 43
[05] Kepulauan Anambas 590,14 39.318 2,23 67
[71] Batam 1.570,35 992.425 56,24 632
[72] Tanjungpinang 239,50 196.910 11,16 822
Kepulauan Riau 10.595,41 1.764.766 100,00 167

Sumber: Proyeksi Penduduk.

Grafik 1.1 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Riau
menurut Kabupaten/Kota, 2011

Natuna;
4,11

Batam; 56,24 Lingga;

5,14

Anambas; 2,2

Dari gambar di atas terlihat bahwa Kabupaten Karimun

mempunyai distribusi penduduk kedua terbesar (12,66%).
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1.3. Komposisi Penduduk

Beberapa permasalahan kependudukan seperti
jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur
dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.
Informasi yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai selega besar
jumlah penduduk perempuan dan lakilaki. Di sisi lain
informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok
umur dapat memberikan gambaran berapa jumlah penduduk
yang termasuk dalam penduduk golongan tua ataupun
golongan muda. Informasiinformasi tersebut sangat
diperlukan untuk mempermudah para stakeholder dalam

menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yaragda.

a. Sex Ratio

Tabel 13. Penduduk Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin, 2011

Kabupaten/Kota L P L+P Sex
Ratio

(1) (2 () (4 (5

[01] Karimun 114.476  108.921 223.397 105
[02] Bintan 77.420 72.134 149.554 107
[03] Natuna 37.563 34.958 72.521 107
[04] Lingga 46.489 44,152 90.641 105
[05] Kepulauan Anambas 20.419 18.899 39.318 108
[71] Batam 509.586  482.839 992.425 106
[72] Tanjungpinang 100.142 96.768 196.910 103

Kepulauan Riau 906.095 858.671 1.764.766 106
Sumber: Proyeksi Penduduk.
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Penduduk

SexRatio atau Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kepulauan
Riau adalah sebesar 106, artinyhahwa setiap100 perempuan
terdapat 106 laki-laki. Tabel 1.3. menunjukkan Sex Ratiodi
semua kabupaten/kota lebih dari 100,artinya bahwa jumlah
penduduk laki-laki di semuakabupaten/kota lebih besar dari

pada jumlah penduduk perempuan.
b. Dependency Ratio

Tabel1.4. Dependency Ratiepulauan Riay 2011

Kelompok  poguduk % Penduduk  DePendency
Umur Ratio
@) (2) (3) (4)
0-14 517.784 29,34
15-64 1.211.216 68,63 45,70
65+ 35.766 2,03
Jumlah 1.764.766 100,00

Sumber: Proyeksi Penduduk.

Dependency Ratiatau Rasio Ketergantungan Provinsi
Kepulauan Riau sebesar 45,70%, artinya bahwa ada sebesar
45,70% penduduk yang tergantung secara ekonomAngka ini
masih relatif besar hal ini disebabkan pendudukusia muda
(0-14 tahun) di Provinsi Kepulauanmasih cukup besar, yaitu
sebesar 29,34%. Dalam istilah demografi penduduRrovinsi

KepulauaRiaudisebut ®enduduk mudad
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c. Piramida Penduduk

Grafik 1.2. Piramida Penduduk Kepulauan Riau, 2011
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Laki-laki Perempuan

Ada yang menarik dari piramida penduduk Provinsi
Kepulaun Riau ini, yaitu penduduk usia 8}, 20-24, 25-29, dan
30-34 tahun. Seperti yang telah disebutkan bahwa penduduk
001 OET OE +ADPOI AOT 2EAO 1 AOEE
hali ini bisa dilihat dari penduduk usia 04 tahun yang masih
besar jumlahnya (12%).Sementara itu penduduk usia 234
tahun juga cukup besar (36%) hal indisebabkan oleh migrasi
penduduk dari luar Provinsi Kepulauan Riau yang datang ke
Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan untuk

mencari nafkah.
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Penduduk

Tabel 15.Penduduk Kepulauan Riau menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin, 2011

Kelompok L p L+p
Umur
(1 (2) (3 (4
0-4 109.158 102.130 211.288
5-9 91.003 85.903 176.906
10-14 66.829 62.761 129.590
15-19 59.864 61.595 121.459
20-24 93.045 106.972 200.017
25-29 114.636 116.314 230.950
30-34 105.661 99.635 205.296
35-39 84.361 71.715 156.076
40-44 61.194 46.947 108.141
45-49 41.429 32.971 74.400
50-54 28.744 24.968 53.712
55-59 20.065 17.241 37.306
60-64 12.330 11.529 23.859
65-69 8.565 7.957 16.522
70-74 5.182 5.180 10.362
75+ 4.029 4.853 8.882
Jumlah 906.095 858.671 1.764.766

Sumber: Proyeksi Penduduk.
Struktur umur penduduk sangat penting untuk
perencanaan pemerintah dalam berbagai bidangMisalnya,
fasilitas pelayanan kesehatan bagi balita dan lansia sangat
berbeda. Fasilitas kesehatan balita cenderung ke arah
peningkatan gizidan imunisasi, sedangkan fasilitas kesehatan
lansia seharusnya lebih cenderung ke arah perawatan
penyakit kronis. Begitu juga untuk perencanaan fasilitas
pendidikan, pembangunan jumlah gedung sekolah tergantung
dari besarnya penduduk usia sekolah (SD, SM8NA, dll).
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Tabel 1.5. menunjukkan bahwa persentase penduduk
kelompok umur muda lebih besar dibandingkan kelompok
umur yang lebih tua, terutama kelompok umur pendudulO-4
tahun. Persentase penduduk usia @ tahun pada tahun
2011sebesar 12% sedangkan pesentase penduduk usia tua,
yaitu usia 65 tahun atau lebih, sebesar 2,08.

Lebih dari dua pertiga (68,63%) penduduk di Provinsi
Kepulauan Riau adalah penduduk usia produktif, yaitu usia
15-64 tahun. Sedangkanpenduduk pada kelompok usia €14
tahun dan usia65 tahun ke atas dianggap sebagai penduduk
usia tidak produktif. Semakin besar persentase penduduk
yang masuk ke dalam kelompok usia tidak produktif, berarti
semakin besar pula beban secara ekonomi yang harus
ditanggung oleh penduduk yang masuk dalam kageri usia
produktif. Indikator yang dapat dipakai untuk dapat
menggambarkan seberapa besar beban yang harus ditanggung
oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak
produktif adalah dependeryratio atau rasio ketergantungan.
Besarnya rasio keergantungan penduduk Provinsi Kepulauan
Riau pada tahun 201 adalah 45,70 persen, artinya bahwa
setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 1564 tahun)
harus menanggung sebanyak 46 orang penduduk yang tidak

produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun atau lebih).
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2. TENAGA KERJA

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu
permasalahan pokok yang dihadapi oletProvinsi Kepulauan
Riau. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah
angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu nengkat.
Hal ini selain disebabkan olehtransisi demografi yang tengah
berlangsung diprovinsi ini, yaitu semakin menurunnya angka
kelahiran maupun angka kematian tetapi juga disebabkan
oleh migrasi masuk dari provinsi lain Sehinggapenduduk usia
produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan
penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu,
pengelolaan  ketenagakerjaan sebagai sumber daya
pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat
perhatian, karena untuk mencgai tujuan pembangunanperlu
memobilisir segala sumber daya yang ada termasuk sumber
daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah salah satu faktor produksi
merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan
produksi pada masingmasing sektor ekonomi. Namun,
besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum
merupakan satu ukuran dalam menentukan ageah masalah
ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang

mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah.
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Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam
kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga
akan mempengaruhioutput produksi.

Adapun klasifikasi seseorang dikatakan telah
memasuki usia kerja yaitu ketika seseorang tersebut telah
berusia 15 tahun atau lebih. Manakala seseorang tersebut
terlibat dalam suatu pekerjaan atau terkategori sebagai
pengangguran, maka seseorang itu termasuflalam angkatan
kerja. Pengangguran ialah seseorang yang sedang mencari
pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, sudah merasa tidak
mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

2.1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun
ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yakni
mereka yang selama seminggumelakukan aktivitas bekerja
atau mencari pekerjaan Data @kernas Agustus 2011
menunjukkan bahwa TPAK lakiaki adalah 86,29%, lebih
tinggi dibandingkan TPAK perempuanyang hanya sebesar
47,69%. Hal ini disebabkan perempuan pada umumnya
cenderung dihadapkan pada dua pilihan, yaitu aktif dalam

kegiatan perekonomian atau fokus pada urusan rumah tangga.
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Tabel 2.1. Penduduk Usia Kerja Kepulauan Riamenurut
Kegiatan danJenis Kelamin, Agustus 2011

Uraian L P L+P
(@) (2 (3) (4
1. Penduduk Usia Kerja 644.219 612.482 1.256.701
2. Angkatan Kerja 555.920 292.077 847.997
a. Bekerja 519.153  262.671 781.824
b. Pengangguran 36.767 29.406 66.173
3. Bukan Angkatan Kerja 88.299  320.405 408.704
a. Sekolah 57.186 48.042 105.228
b. Mengurus Rumah Tangga 12.286  260.516 272.802
c. Lainnya 18.827 11.847 30.674
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TF 86,29 47,69 67,48
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,61 10,07 7,80

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

2.2. Penduduk yang Bekerja

Dari sebanyak 1256.701 penduduk usia 15 tahun ke
atas pada Agustus 201 di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat
sebanyak &,21% yang bekerja. Jika dibandingkan antara
penduduk usia 15 tahun ke atas lakiaki dengan perempuan,
persentase lakilaki yang bekerja jauh lebih besar §1,22%)
dibandingkan perempuan 31,00%).

Sementara penduduk yang termasuk Bukan Angkatan
Kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar
32,52% dari jumlah penduduk usia kerja, terdiri dari 8,37%
sekolah, 21,71% mengurus rumah tangga, dan lainnya sebesar
2,44%.

Data Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 15



Tenaga Kerja

Grafik 2.1 Persentase Penduduk Usia Kerja Kepulauan Riau
menurut Kegiatan, Agustus 2011

Lainnya; 2,44

Pengangguran;
5,27

Sumter: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang
sedang dihadapi Indonesia yaitu peningkatan penawaran
tenaga kerja yang tidak diikuti oleh kesempatan Kkerja.
Demikian pula yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau,
kondisi tersebut tidak jauh berbeda. Sebagai dapak yang
dihasilkannya, ekses penawaran tenaga Kkerja tersebut

memunculkan pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan
Riau pada bulan Agustus 201 mencapai 7,80% dengan
jumlah pengangguran sebanyak 66.173 orang. Tingkat

pengangguranterbuka tersebut masih didominasi perempuan
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yang telah mencapai TPT sebesafl0,07%, lebih tinggi
dibandingkan tingkat pengangguran terbuka lakiaki, dimana
hanya sebesab,61%.

Grafik 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kepulauan Riau
menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2011
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9,00 - 8,57
8,00
7,00
6,00
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0,00

Karimun Bintan Natuna Lingga Anambas Batam TP

Sumter: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

Dari Grafik 2.2. TPT menurut kabupaten/kota, Kota
Batam mempunyai TPT yang terbesar yaitu 8,57%, hal ini
disebabkan oleh migrasi penduduk dari luar Provinsi
Kepulauan Riau yang mencari pekerjaan di Batam, sedangkan
di Kabupaten Lingga TPInya terkecil yaitu sebesar 3,55%.
TPT kabupaten/kota lainnya masih dibawah TPT provinsi.
Kabupaten Karimun sebesar 6,88%, Bintan 7,62%, Natuna
6,36%, Kepulauan Anambas 6,07%dan Kota Tanjungpinang
7,76%.
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Jika kita lihat TPT menurut pendidikan, pendidikan
SMA dan SMK mempunyai TPT sebesar 11,51% dan 10,16%,
angka ini lebih besar dari tingkat pendidikan lainnya.

Tabel 2.2. Penduduk Usia Kerja Kepulauan Riamnenurut
Tingkat Pendidikan, Agustus 2011

. SD ke DI/Dll/  DIVISY
Uraian Bawah SMP SMA SMK ol 52/53
(€] (2 (3 (4 (5) (6) ()]

1. Penduduk Usia Kerja 352.603 275.427 335.221 168.581 43.838 81.031
2. Angkatan Kerja 214.159 150.364 241.323 126.912 40.180 75.059
a. Bekerja 205.101 141.772 213.546 114.012 36.390 71.003

b. Pengangguran 9.058 8592 27.777 12900 3.790 4.056

3. Bukan Angkatan Kerja 138.444 125.063 93.898 41.669 3.658 5.972
a. Sekolah 15.338 66.265 14.033  8.604 897 91

b. Mengurus Rumah Tangga 105.071 54.080 75.544 30.341 2.760 5.006

c. Lainnya 18.035 4.718 4321 2724 1 875

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TF 60,74 54,59 71,99 7528 91,66 92,63
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,23 571 11,51 10,16 9,43 5,40

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

Tabel 2.3. Penduduk Usia Kerja Kepulauan Riamenurut
Kabupaten/Kota, Agustus 2011

Uraian Karimun Bintan Natuna Lingga Anambas Batam T;r:::g-

(@) (2) (3) (4) (5 (6) (7 (8)
1. Penduduk Usia Kerja 159.095 106.422 50.618 65.191  27.655 702.975 144.745
2. Angkatan Kerja 105.137 71517 33.669 41.724 18.227 484.676 93.047
a. Bekerja 97.906 66.065 31.528 40.243 17.121 443.135 85.826
b. Pengangguran 7231 5452 2141 1481 1106 41541 7.221
3. Bukan Angkatan Kerja 53.958 34905 16.949 23467  9.428 218.299 51.698
a. Sekolah 12341 8240 4.041 5189 2194 62.803 10.420
b. Mengurus Rumah Tangga 35148 23430 11.285 15784  6.085 147.861 33.209
c. Lainnya 6.469 3235 1623 249 1149 7635 8.069

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TF 66,08 67,20 66,52 64,00 6591 6895 64,28
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,88 762 636 3,55 6,07 8,57 7,76

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).
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2.4. Status Pekerjaan

Satus Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Riau masih
didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai sebesar 67,50%,
dengan rincian lakilaki sebesar 68,35% dan perempuan
sebesar 65,83%. Sementara yang berusaha sendiri sebesar
17,83%, dan yang berusaha dibantu buruh tap hanya
sebesar 4,83%. Penduduk yang berstatus Pekerja Bebas baik
di pertanian maupun non pertanian besarnya tidak sampai
2%.

Tabel 2.4. PersentasePenduduk Kepulauan Riaumenurut
Status Pekerjaan & Jenis KelamiAgustus 2011

Status Pekerjaan L P L+P
1) (2 (3) (4

1. Berusaha Sendiri 17,99 17,51 17,83
2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Teta 3,63 4,19 3,82
3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap 5,98 2,55 4,83
4. Buruh/Karyawan/Pegawai 68,35 65,83 67,50
5. Pekerja Bebas di Pertanian 0,93 0,63 0,83
6. Pekerja Bebas di Non Pertanian 2,03 1,78 1,94
7. Pekerja Tidak Dibayar 1,09 7,51 3,24
Penduduk yang Bekerja 100,00 100,00 100,00

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

Tabel 2.5. memperlihatkan bahwa tatus pekerjaan
sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai menurut pendidikan di
Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh pendidikan Diploma
| ke atas, yaitu sebesar 88% lebih, SMA 78,38% dan SMK
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77,44%, SMP 61,46%,dan SD sebesa®3,85%. Sementara
untuk status Berusaha Sendiri pendidiekn SD ke Bawah
sebesar35,07%, SMP 20,64%, SMA 10,59%, SMK 10,07%, dan
Diploma ke atas kurang dari 4%.

Tabel 2.5. PersentasePenduduk Kepulauan Riayang Bekerja menurut
Status Pekerjaardan TingkatPendidikan, Agustus 2011

. SD ke DIV/Sl
SMP  SMA  SMK DI/DII/DIII
Status Pekerjaan Bawah 52153
@] (2) (3) (4) (5 (6) (7
1. Berusaha Sendiri 3507 2064 10,59 10,07 3,84 3,81

2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Te 5,60 5,68 2,66 3,50 0,52 0,66
3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap 4,33 3,43 4,39 7,05 4,08 7,17

4. Buruh/Karyawan/Pegawai 4385 61,46 7838 77,44 88,75 88,36
5. Pekerja Bebas di Pertanian 2,41 0,62 0,25 0,12 0,00 0,00
6. Pekerja Bebas di Non Pertanian 2,73 3,36 1,85 0,59 0,63 0,00
7. Pekerja Tidak Dibayar 6,01 4,82 1,88 1,23 2,18 0,00
Penduduk yang Bekerja 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

Tabel 2.6. PersentasePenduduk Kepulauan RiayangBekerja menurut
Status Pekerjaan dan Kabupaten/KotaAgustus 2011

Status Pekerjaan Karimun Bintan Natuna Lingga Anambas Batam T;EJ;:] r;g
(@] (2) (3) (4) (5 (6) (7) (8)
1. Berusaha Sendiri 2514 1758 3485 4267 3377 1223 1752

2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Te 3,89 260 831 6,23 241 3% 143
3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap 2,82 2,24 298 149 1,78 5,61 7,93

4. Buruh/Karyawan/Pegawai 5369 7230 4099 3911 53,31 7459 68,89
5. Pekerja Bebas di Pertanian 3,31 1,08 325 151 0,72 0,12 0,29
6. Pekerja Bebas di Non Pertanian 378 1,29 38 210 027 162 157
7. Pekerja Tidak Dibayar 7,36 2,92 576 6,88 7,74 1,87 2,37
Penduduk yang Bekerja 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).
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Tabel 2.6. di atas memperlihatkan bahwa Satus
Pekerjaan sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai menurut
kabupaten/kota, yang besar ada di Kabupaten Bintan, Kota
Batam, dan kota Tanjungpinang yaitu masingasing sebesar
72,30%, 74,59%, dan 68,89%. Hal ini wajar, karena Kabupaten
Bintan dan Kota Batam ad@ah pusat industri dan jasa,

sementara Kota Tanjungpinag adalah pusat pemerintahan.
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3. PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan sejak tahun 198@n
ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitumemperoleh
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, pendidikan,
efisiensi manajemen, pendidikan dan peningkatan relevansi
pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia
lanjut.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
yang dilakukan oleh penerintah senantiasa dibarengi dengan
perbaikan sistem pendidikan. Gerakan wajib belajar 9 tahun
bagi anak usia 715 tahun merupakan salah satu bentuk dari
usaha yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya prograwajib
belajar, maka diharapkan mampu meningkatkan partisipasi
sekolah bagi anak usia pendidikan dasar, baik untuk tingkat
SD maupun SLTP.

Disamping itu, pencanangan program wajib belajar
tersebut juga diikuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana
fisik yang menunjang kegiatan belajar mengajar seperti
didirikannya sekolah-sekolah baru baik di daerah pedesaan
maupun perkotaan, atau berupa program beasiswa bagi siswa

yang berprestasi dan kurang mampu. Telah beberapa tahun
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pemerintah mengadakan program BOS ati Bantuan
Operasional Sekolah. Program ini merupakan salah satu
bentuk nyata dari usaha pemerintah dalam upaya mengurangi
angka putus sekolah bagi anaknak yang kurang mampu,
sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam
hal pemenuhan kebutuhan akn pendidikan.

Sebagai tindak lanjut dari keseriusan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau, maka Alokasi dana APBD Provinsi
Kepri ke sektor pendidikan nilainya mencapai 20 persesejak
tahun 2007.

3.1.Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan
pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan
kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.
Ukuran tingkat pendidikan secara makro yang sangat
mendasar adalah angka melek huruf bagi penduduttewasa.
Kemampuan baca tulis tercermin dari data angka melek huruf,
dalam hal ini merupakan persentase penduduk usia 15 tahun
keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf
lainnya. Tabel di bawah ini menyajikan gambaran tentang
angka melek huuf penduduk berumur 15 tahun keatas yang

dirinci menurut Kabupaten/ Kota.
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Tabel 3.1. Angka Melek Huruf Kepulauan Riau menurut
Kabupaten/Kota, 2010-2011 (Persen)

Kabupaten/Kota 2010 2011
1 (2 (3)

[01] Karimun 95,82 96,36
[02] Bintan 95,09 96,14
[03] Natuna 96,47 96,63
[04] Lingga 91,64 91,79
[05] Kepulauan Anambas 90,00 91,87
[71] Batam 98,94 98,97
[72] Tanjungpinang 97,31 98,70

Kepulauan Riau 97,19 97,67

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Angka melek huruf (AMH) penduduk Provinsi Kepri
pada tahun 201 adalah 97,67%, artinya masih ada sebanyak
2,33% penduduk Provinsi Kepri yang buta huruf. Jika
dibanding dengan tahun 2010, agka melek huruf Provinsi
Kepri mengalami kenaikan sebesar+ 0,5 poin, sedangkan
kenaikan AMH Kabupaten Anambas hampir 2 poin.

Jika dilihat AMH menurut kabupaten/kota tahun
2011, ternyata angka melek huruf tertinggi dicapai oleh Kota
Batam yaitu sebesar 8,97%, sedangkanKabupaten Lingga
yang terkecil AMH-nya yaitu sebesar 91,79%. AMH Kota
Tanjungpinang hampir menyamai Kota Batamyaitu sebesar
98,70%. Sementara AMH Kabupaten Karimun, Bintan, dan
Natuna ada di angka yang hampir sama besarnya yaif6%
lebih.
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Grafik 3.1. Angka Melek Huruf Kepulauan Riau menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamir2010-2011

100,00

95,00

90,00
85,00
80,00

75,00

70,00 -
Karimun Bintan Natuna Lingga Anambas Batam TP

¥ 2010 ® 2011

Sumter: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

3.2. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Indikator lain yang juga sangat penting dalam bidang
pendidikan adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuramlari tingkat
kemampuan sumber daya manusia, sampai sejauh mana
keberhasilan upaya peningkatan sumber daya manusia dari
segi pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Berikut ini akan
diuraikan secara singkat mengenai pendidikan tertinggi yang
ditamatkan penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011
yang dirinci menurut daerah Perkotaan, Perdesaan, dan Jenis

Kelamin.

28 Data Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2!



Pendidikan

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Usia 10+ Kepulauan Riau menurut
Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelami@p11

Pendidikan Tertinggi yang

. L P L+P
Ditamatkan
@) (2) 3) (4)

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 1,81 2,97 2,39
2. Tidak/Belum Tamat SD 13,95 13,89 13,92
3.SD 20,34 19,96 20,15
4. SLTP 16,51 15,18 15,85
5. SLTA 39,00 40,76 39,88
6. D1/D2 0,60 1,11 0,86
7. Akademi/DlIII 2,49 3,02 2,75
8. Universitas 5,30 3,11 4,20
Total 100,00 100,00 100,00
Persentase yang Lulus SLTP+ 63,91 63,19 63,55

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan

oleh penduduk laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan

yang signifikan, kecuali hanya pada pendidikan Universitas,

perbedaannya lebih dari 2%.

sudah ada keetaraan gender.

Hal ini menunjukkan bahwadalam tingkat pendidikan

Pada tingkat D1/D2 dan

Akademi, penduduk perempuan lebih tinggi dibanding laki
laki, yaitu 1,11% dibanding 0,60% dan 3,02% dibanding

2,49%.

Dari angka ini dapat disimpulkan bahwa perempuan

lebih memilih pendidikan yang siap kerja dibandimg laki-laki.

Sementara penduduk lakilaki

lebih memilih melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (5,30% dibanding
3,11%).
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Grafik 3.2. Persentase Penduduk Usia 10+ Kepulauan Riau menurut
Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelami@p11
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Sumter: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Usia 10+ Kepulauan Riau menurut
Pendidikan yang Ditamatkan dan Klasifikasi Daeral2011

Pendidikan Tertinggi yang Perkotaan +

Perkotaan Perdesaan

Ditamatkan Perdesaan
(1) (2) (3) (4)
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 1,63 5,92 2,39
2. Tidak/Belum Tamat SD 10,91 27,99 13,92
3.SD 17,87 30,79 20,15
4. SLTP 15,76 16,27 15,85
5. SLTA 45,24 14,84 39,88
6. D1/D2 0,88 0,77 0,86
7. Akademi/DlIlI 3,00 1,59 2,75
8. Universitas 4,71 1,83 4,20
Total 100,00 100,00 100,00
Persentase yang Lulus SLTP+ 69,59 35,30 63,55

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
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Tabel di atasmenunjukkan bahwa tingkat pendidikan
di daerah perkotaan lebih baik dibanding dengan daerah
perdesaan. Sebagian besar penduduk di perdesaan hanya
tamat SD yaitu sebesar 30,79%.

Di daerah perkotaan penduduk yang tamat SLTA
sebesar 45,24%, sementara di perdesaan hany&,84%. Hal
ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan
pendidikan di perdesaan sampai tingkat yang lebih tinggi
masih sulit/rendah.

Angka yang mencolok terlihat di daerah pedesaan
dimana persentase penduduk yang tamat SD pada tahun 201
adalah sebsar 30,79% jika dibandingkan penduduk yang
tinggal di daerah perkotaan, yaitu hanyal7,87%, artinya
bahwa penduduk yang tamat Sekolah Dasar di daerah
pedesaanhampir dua kali lipat dari pada mereka yang tinggal
di daerah perkotaan. Faktor ini juga bisa disbabkan oleh
terbatasnya jumlah sekolahyang jenjangnyalebih tinggi dari
sekolah dasar yang didirikan di daerah pedesaan. Kondisi
geografis Provinsi Kepulauan Riau yang sebagian besar adalah
lautan yang mungkin menyebabkan akses penduduk untuk
mengenyam pendidikan menjadi terbatas, karena sekolah

yang didirikan berada jauh di seberang pulau.
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Gambaran mengenai mutu sumber daya manusia
dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang
ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas. Datrabel di
atas dapat dilihat bahwa hanya &,54% penduduk berusia 10
tahun ke atas yang tamat pendidikan tingkat SLTP atau
pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya, namun jika
dibedakan menurut daerah tempat tinggal, nampak bahwa
mutu sumber daya manusia di daerah pedesa relatif masih
rendah, terbukti di mana penduduk usia 1Gahun keatasyang
menamatkan pendidikan tingkat SLTP atau pendidikan yang
lebih tinggi tingkatannya hanyalah mencapai35,30%, jauh
dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah
perkotaan, dimara  persentasenya sudah mencapai
69,59%.

3.3.Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang lain yang tak kalah
pentingnya adalah ratarata lama sekolah penduduk. Angka ini
menggambarkan sampai sejauh mana ratata penduduk usia
15 tahun ke atasmenikmati pendidikan di bangku sekolah.
Selain itu juga untuk melihat sampai sejauh mana
keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan program wajib

belajar 9 tahun.
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Dari tabel 3.4., kita dapat mengetahui bahwa apakah
program wajib belajar 9 tahun sudahberjalan dengan baik
atau belum.Di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam angka
RataRata Lama Sekolah sebesar 10,1 tahun dan 11,4 tahun,
artinya di kedua kota tersebut program wajib belajar sudah

berjalan dengan baik.

Tabel 3.4. Ratarata Lama Sekolah Kepaluan Riau
menurut Kabupaten/Kota, 2010-2011

Kabupaten/Kota 2010 2011
1 (2 3

[01] Karimun 8,09 8,14
[02] Bintan 8,63 8,91
[03] Natuna 7,17 7,64
[04] Lingga 7,23 7,24
[05] Kepulauan Anambas 5,98 6,38
[71] Batam 10,77 10,78
[72] Tanjungpinang 9,42 9,68

Kepulauan Riau 9,16 9,73

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS) tahun 211, ratarata lama sekolah penduduk di
Provinsi Kepulauan Riau mencapa®,73 tahun, berarti rata-
rata sampai taraf pendidikan kelassatu Sekolah Menengah
Atas. Walaupun angkanya bervariasi kalau dilihat menurut

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, di mana
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yang paling tinggi adalah ratarata lama sekolah untuk
penduduk di Kota Batam, mencapai @,78 tahun atau ratarata
telah mencapai kelas 2 Sekolah Menengah Atas, dan yang
terendah adalah ratarata lama sekolah untuk penduduk di
Kabupaten Kemlauan Anambas, yaitu6,38 tahun atau rata

rata baru kelas 1SekolahMenengahPertama.
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4. KEMISKINAN

Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di
Indonesia cukup besar, hal ini bisa dilihat dari keseriuaan
pemerintah pusat dan daearah. Pemerintah pusat telah
membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden Dr.
Boediono. Di derah baik di provinsi maupun di kabupaten/
kota juga telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Derah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil
Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota.

Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD telah
menganggarkan berbagai program bantuan untuk masyarakat
miskin. Baik untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan
usaha bagi kelompok/masyarakat miskin.

Kemiskinan diartikan kondisi dimana seseorangatau
sekelompok orang tidakmampu memenuhi hak-hak dasarnya
untuk mempertahankandan mengembangkarkehidupan yang
bermartabat. Hakhak dasar antara lain; terpenuhinya
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman
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tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupan sosialpolitik .

Data kemiskinan yang dapat dapat menjadinstrumen
tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan
perhatian pada kondisi hidup orang miskindan juga dapat
digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah
terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar
waktu dan daerah, serta menentukariarget penduduk miskin

dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

4.1. Penduduk Miskin

Tabel 4.1. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kepulauan Riau
menurut Klasifikasi Daerah, Maret 2011 dan 2012

Garis Jumlah Persentase
Daerah/Tahun Kemiskinan Penduduk Penduduk
(Rp/Kapita/Bln Miskin Miskin
(1) (2) (3) (4)
Perkotaan
Maret 2011 350.828 106.350 7,35
Maret 2012 367.638 108.526 7,15
Perdesaan
Maret 2011 291.693 23.207 7,65
Maret 2012 306.919 22.696 6,94
Perkotaan + Perdesaan
Maret 2011 340.581 129.557 7,40
Maret 2012 356.873 131.222 7,11

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis

Kemiskinan.
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Garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar
penduduk dapat hidup layak secara minimumyang mencakup
pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan non-pangan
essential Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakannilai
pengeluarankebutuhan minimum makanan yang disetarakan
dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi
kebutuhan dasarmakanandi wakili oleh 52 jenis komoditi.

Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM) adalah
kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan,
dan kesehatan Paket komoditi kebutuhan dasar bukan
makanandiwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47
jenis komoditi di perdesaan

Garis Kemiskinan adalah Garis Kemiskinan Makanan
ditambah Garis Kemiskinan Nm-Makanan dan dinyakatan
dalam Rupiah per bulan per kapita

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di
bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau pada
bulan Maret 2012 sebesar B1.222 orang (7,11%). Jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan
Maret 2011 yang sebesar 129,56 ribu orang (7,40 persen),
berarti terjadi penurunan sebesarl.665 orang (1,29%).

Secara relatif penduduk miskin daerah perkotaan juga
mengalami penurunan selamgperiode Maret 2011 ke Maret

2012, yaitu dari 7,35% menjadi 7,15%. Hal yang sama juga
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terjadi pada persentase penduduk miskin perdesaan, yakni
menurun dari 7,65% menjadi 6,94%.

Grafik 4.1. Penduduk Miskin Kepulauan RiaMaret 2007 z Maret 2012
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Sumter: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Grafik 42. Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Riau
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Sumter: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
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Secara absolut penduduk miskindari tahun 2007,
2008, dan 2009 selalu menurun, dari 148.400 orang pada
tahun 2007, menjadi 136.360 orang pada tahun 2008, dan
menjadi 128.207 orang pada tahun 2009. Pada tahun 2010
sampai 2012 mengalami kenaikan sedikit, tetapi secara
pesrsentase pendudk miskin selalu mengalami penurunan;
dari 10,30% pada tahun 2007 menjadi 9,18% di tahun 2008,
kemudian 8,27% di tahun 2009, dan 8,05%, 7,40%, dan 7,11%
pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

4.2. Garis Kemiskinan

Tabel 4.2. Peranan Komoditi Terhada Gari&emiskinan Kepulauan Riau
menurut Klasifikasi Daerah, Maret 2012

Komoditi Perkotaan (%) Perdesaan (%)
@ 2 (3)
Makanan
a. Beras 28,94 41,31
b. Rokok Kretek Filter 18,33 10,37
c. Daging Ayam Ras 5,25 1,20
d. Telur Ayam Ras 6,11 4,49
e. Gula Pasir 4,21 10,45
f. Mie Instant 2,45 4,60
Non Makanan
a. Perumahan 36,98 40,29
b. Listrik 8,62 12,46
c. Bensin 12,90 8,14
d. Pendidikan 7,23 4,80
e. Perlengkapan Mandi 4,52 7,83

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
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Peranan  komoditi makanan terhadap Garis
Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi
bukan makanan (perumahan istrik, bensin, pendidikan, dan
perlengkapan mand). Pada bulanMaret 2012, sumbangan
Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan
sebesar 6742%, sedangkan sumbangan Garis Kemiskinan Non
Makanan terhadap Garis Kemiskinan padiaret 2012 adalah
sebesar 32,8%. Rokok mempunya sumbangan 18,33% di

perkotaan dan 10,37% di perdesaan terhadah GK.

Grafik 4.3. GarisMiskin Kepulauan Riau Maret 208 z Maret 2012
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Sumter: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap

nilai Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah beras
(28,94%), rokok kretek filter (18,33%), dan telur ayam ras
(6,11%), sedangkan di daerah pelesaan adalah komoditas
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beras (41,315), gula pasir (10,45%), rokok kretek filter

(10,37%), dan mie instan (4,60%). Untuk komoditi bukan

makanan, kontribusi terbesar terhadap Garis Kemiskinan
adalah biaya perumahan(36,98% diperkotaan dan 40,29% di
perdesaan), bensin (12,90% di perkotaan dan 8,14% di
perdesaan),dan listrik (8,63% di perkotaan dan 12,46% di
perdesaan). Baik di daerah perkotaan maupun di daerah

perdesaanuntuk bukan makanan komoditinya sama

4.3. Indeks P1 dan Indeks P

Grafik 44. P1 dan PZKepulauan Riau Maret 2Q1 7z Maret 2012
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Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa
jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang

perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan
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dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah
penduduk miskin, kebijakankemiskinan juga sekaligus harus
bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari
kemiskinan.

Pada periode Maret 2011 ke Maret 2012 Indeks
Kedalaman Kemiskinan () menunjukkan tidak ada
perubahan, yaitu 1,01dan Indeks Keparahan Kemiskinan (B
menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 0,35
menjadi 0,23 Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,01
menjadi 1,17. Hal yang berbeda terjadi pada Indeks Keparahan
Kemiskinan yang turun dari 0,35 menjadi 0,30 pada periode
yang sama. Peningkatan Indeks Kedahan Kemiskinan
mengindikasikan bahwa ratarata pengeluaran penduduk
miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan,
sedangkan penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan
mengindikasikan bahwa ketimpangan ratarata pengeluaran

penduduk miskin semakin menyempit
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5. Ekonomi

5.1.Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai
ukur dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah
kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan
ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada
peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya

dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat saja terjadi
tanpa memberi dampak podif pada tingkat kesejahteraan
masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena tingkat
pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari pada tingkat

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Provinsi
Kepulauan Riau adalah sebesar 1Q%, dan pada tahun 2011
sebesar 6,67%. Sektor ekonomi yang pertumbuhannya cukup
tinggi pada tahun 2011 adalah Listrik, Gas, dan Air Bersih
(13,96%), Pengangkutan dan Komunikasi (9,93%), dan
Bangunan (9,90%). Sementara sektor industri pengolahan
pertumbuhannya melambat, yaitu dari 7,02% pada tahun
2010, menjadi 6,53% pada tahun 2011.
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Tabel 5.1.Pertumbuhan EkonomiKepulauan Riau
menurut Sektor Ekonomi, 20102011

Sektor Ekonomi 2010 2011
(1 (2) (3)

1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 4,20 3,95
2. Pertambangan dan penggalian 1,13 1,52
3. Industri pengolahan 7,02 6,53
4. Listrik, gas, dan air bersih 8,24 13,96
5. Bangunan 11,56 9,90
6. Perdagangan, hotel dan restoran 9,56 7,01
7. Pengangkutan dan komunikasi 6,40 9,93
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4,99 7,21
9. Jasa-jasa 5,44 7,50
PDRB dengan Migas 7,19 6,67
PDRB tanpa Migas 7,51 6,94

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 5.1 Pertumbuhan EkonomiKepulauan Riau
menurut Sektor Ekonomi, 20162011
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5.2. Nilai PDRB

Tabel 5.2PDRBKepulauan Riai Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Sektor, 2010-2011 (Juta Rupiah)

Sektor Ekonomi 2010 2011
(1) (2) (3)
1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 3.434.219,69 3.712.921,64
2. Pertambangan dan penggalian 5.936.974,33 6.125.134,25
3. Industri pengolahan 33.488.733,74 38.343.836,20
4. Listrik, gas, dan air bersih 403.727,54 477.708,32
5. Bangunan 5.275.841,96 6.252.046,67
6. Perdagangan, hotel dan restoran 14.180.068,31 15.568.076,09
7. Pengangkutan dan komunikasi 3.243.134,49 3.602.226,78
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 3.717.777,14 4.001.087,58
9. Jasa-jasa 1.934.037,11 2.159.756,10
PDRB dengan Migas 71.614.514,31 80.242.793,63
PDRB tanpa Migas 66.504.856,51 75.007.338,25

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku pada
tahun 2010 mencapai 71.614.514,31 juta rupiah dan
meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar 80.242.793,63
juta rupiah. Sedangkan PDRB tanpa migasda tahun 2010
mencapai 66.504.856,51 juta rupiah dan meningkat pada
tahun 2011 menjadi sebesar 75.007.338,25 juta rupiah.

Tiga sektor yang sangat berperan penting dalam
pembentukan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun
2010 yaitu sektor sektor indugri pengolahan (46,76%), sektor
perdagangan, hotel, dan restoran (19,80%) serta sektor
pertambangan dan penggalian (8,29%). Tiga sektor yang

berperan penting pada tahun 2011, yaitu sektor industri
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pengolahan (47,78%), sektor perdagangan, hotel, dan restara
(19,40%), dan sektor bangunan (7,79%).

Grafik 5.2. Persentase Sektor Ekonomi Terhadap Tot&iIDRB
Kepulauan RiauAtas Dasar Harga Berlaku2011
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

5.3. PDRB Kabupaten/Kota

Agar tidak terjadi ketimpangan nilai yang cukup jauh
serta untuk menghindari bias antara Kabupaten Natuna dan
Kepulauan Anambas sebagai penghasil migas dengan
kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau maka nilai
PDRB Kabupaten/Kota yang digunakan aalah PDRB tanpa
migas.

Pada tahun 2011, Kota Batam merupakan motor

penggerak perekonomian di Provinsi Kepulauan RiauPada
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tahun 2010 Kota Batam tumbuh sangat tinggi 7,8 dan
terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2011 menjadi
7,22%, namun masih diatas pertumbuhan Provinsi.

Tabel 5.3Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau
menurut Kabupaten/Kota, 2010-2011

Kabupaten/Kota 2010 2011
(1) (2) (3)

[01] Karimun 6,56 7,05
[02] Bintan 5,56 6,18
[03] Natuna 6,25 6,41
[04] Lingga 6,60 6,64
[05] Kepulauan Anambas 7,16 7,39
[71] Batam 7,77 7,22
[72] Tanjungpinang 7,08 7,06

Kepulauan Riau 7,51 6,94

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada tahun 2011, Kabupaten Kepulauan Anambas
mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 7,39
sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten
Bintan yang hanya tumbuh 6,186 saja.

Kota Tanjungpinang mempunyai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan relatif stabil yaitu sebesar 7,08%
pada tahun 2010 dan 7,06% pada tahun 2011. Demikian juga
dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga dan Natuna,
yaitu sebesar 6,60% dan 6,64%intuk Kabupaten Lingga,dan
Kabupaten Natuna 6,25% dan 6,41%.
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5.4. Inflasi di Kota Batam dan Tanjungpinang

Untuk melihat seberapa besar pengaruh pertumbuhan
ekonomi terhadap tingkat pendapatan masyarakat, maka
perlu dilihat juga tingkat inflasi yang terjadi. Data inflasi di
Provinsi Kepulauan Riau hanya dikumpulkan di Kota Batam

dan Tanjungpinang dan setiap bulan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2011
adalah sebesar 7,22% sementara itu inflasi Kota Batam pada
periode Januari s.d. Desember 2011 adalah sebesar 3,76%
Inflasi yang tertinggi terjadi pada Bulan Januari yaitu sebesar
0,82%, sedangkan pada Bulan Maret dan April terjadi deflasi

masing-masing sebesar 0,49% dan 0,43%.

Grafik 5.3. Inflasi Kota Batam, Jabes 2011

1,00 4
0,80 - 0,82
0,60 -
0,40 - 0,38

0,20 A
;080,09

0,00

0.20 Jan Feb\Mar Apyg Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

-0,40 4 N
549 0,43

-0,60 -

Sumber: BP®rovinsi Kepulauan Riau

52 Data Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2!



Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang pada
tahun 2011 adalah sebesar 7,06% sementara itu inflasi Kota
Tanjungpinang pada periode Januari s.d. Desember 2011
adalah sebesar 3,32%. Inflasi yang tertinggi terjadi pada Bulan
Januari yaitu sebesar 1,54%, sedangkan pada Bulan Maret,
April, dan Juni terjadi deflasi masingmasing sebesar 1,46%,
0,38%, dan 0,57%.

Grafik 5.4. Inflasi Kota Tanjungpinang, Jabes 2011
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6. Keuangan daerah dan
Perbankan

Keuangan pemerintah daerah menjadi indikator
kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di
wilayah tersebut. Keuangan pemerintah daerah tercermin
dalam anggaranpendapatan dan belanja pemerintah daerah.
Penerimaan pemerintah daerah berasal dari tiga sumber
penerimaan yakni pendapatan asli daerah, dana perimbangan,

dan dana penyesuaian.

6.1.Struktur Penerimaan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2010, penerimanan pemerinta daerah
Provinsi Kepulauan Riau sebesar 852,64 milyar rupiah.
Penerimaan ini berasal dari penerimaan asli daerah 521,0
milyar rupiah, dana perimbangan 1310,80 milyar rupiah dan

dana penyesuaian 20,79 milyar rupiah.

Penerimaan pemerintah daerah mengami kenaikan
sebesar 13,01% pada tahun 2011. Total penerimaan
pemerintah daerah pada tahun 2011 sebesar 2.093 triliyun
rupiah terdiri dari penerimaan asli daerah 620,0 milyar
rupiah, dana perimbangan 1,463 triliyun rupiah, dan dana

penyesuaian sebesar 9,09 milyar rupiah. Struktur
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penerimaan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau

dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 6.1.Struktur PenerimaanPemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010gersen)
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m Pendapatan Asli
Daerah

m Dana Perimbangar
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Struktur penerimaan pemerintah daerah mengalami
perubahan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Tahun 2011
pendapatan asli daerah menunjukan adanya peningkatagtari
28 % pada tahun 2010 menjadi 30% pada tahun 2011. Dana
perimbangan dari pemerintah pusat juga mengjukan
penurunan. Hal ini menjadi indikator penting yang
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai

kebutuhan dana pembangunan dilaerah makin meningkat.

58 Data Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2!



Keuangan Daerattan Perbankan

Gambar 6.2 Struktur PenerimaanPemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 (%)

0%

m Pendapatan Asli
Daerah

m Dana Perimbangar

Dana Penyesuaial

Berikut disajikan anggaran pendapatan daerahProvinsi
Kepulauan Riau 20162011.

Tabel 6.1.Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau, 2012011

(Rupiah)

Uraian 2010 2011

D) @ (©)]

A. Pendapatan Asli Daerah 521 053 882 887 620 901 423 13!
1. Pajak Daerah 493 750 327 373 572 738 969 66.
2. Retribusi Daerah 1522 956 761 1 655 566 43:
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 25 780 598 753 46 506 887 03¢
B. Dana Perimbangan 1 310 801 978 401 1463 878 305 76
1. Bagi Hasil Pajak 234 385 006 229 829 255 427 69!
2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam 761 696 229 172 216 974 136 06:
2. Dana Alokasi Umum/ 310 161 843 000 395 745 542 00!
3. Dana Alokasi Khusus/ 4 558 900 000 21 903 200 00¢(
C.Dana Penyesuaian 20 790 151 000 9 073 500 00(
1. Dana Penyesuaian 20 790 151 00O 9 073 500 00(
JUMLAH 1 852 646 012 288 2 093 853 228 89

Sumber : Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Source : Regional Assets and Monetary Board of Kepulauan Riau Province
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6.2.Rasio Penerimaan Pemerintah Daerah terhadap
PDRB

Rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap PDRB
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 sebesar 2,59 % dan
tahun 2011 naik menjadi2,61%. Hal ini menunjukan bahwa
kekuatan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan
pembangunan makin meningkat.

Gambar 63. Rasio Penerimaan Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau terhadap PDRB, 2012011
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6.3.Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah terbagi ke dalanB
kelompok pengeluaran yakni : belanja, tranfer dan
pembiayaan. Berdasarkan data dari Badan Keuangan dan
Kekayaan Provinsi Kepulauan Riau otal pengeluaran
pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 adalah
sebesar 1.967,25 milyar rupiah, dan tahun 2011 sebesar
2.181,75 milyar rupiah. Dari tahun 2010 ke tahun 2011
pengeluaran pemerntah daerah Provinsi Kepulauan Rw naik
sebesar 10,91 persen. Besaran pengeluaran pemerintah
daerah provinsi kepri tahun 2010-2011 sebagaimana terlihat
dalam tabel berikut :

Tabel 6.2.Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012011

Uraian

2010 2011
Description
| @ ~ @ i &)
1. Belanja/Regional Expenditure 1 5650 560 556 267 1 941 583 916 067
A. Belanja Tidak Langsung 898 991 985 558 863 648 204 321
Indirect Expenditure
B. Belanja Langsung 651 568 570 709 1077 935 711 746
Direct Expenditure
2. Transfer/ 7ransfer " 173 014 156 870" 255 569 137 934
A. Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kot 173 014 156 870 255 569 137 934
Transfer of Profit Tax to
Regency/Municipality
3. Pembiayaan/Fund 243 550 896 121 - 15 400 000 000
A Penerimaan//ncome 249 257 564 320 =
B. Pengeluaran/Expense 5 706 668 199 15 400 000 000
Jumlah / 7ota/ 1967 125 609 258 2 181 753 054 000

Sumber : Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Source : Regional Assets and Monetary Board of Kepulauan Riau Province
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Struktur pengeluaran pemerintah daerah Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2010 terdiri dari elanja lansung dan
tidak langsung pemerintah sebesar 79% transfer ke
pemerintah Kab/Kota sebesar 9 % dan pembiayaan sebesar
12%. Namun struktur ini sedikit berubah pada tahun 2011
Pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah belanja transfer
ke Kab/kota menjadi 11% dan belanjdangsung maupun tidak
langsung naik menjadi 88%. Berikut disajikan grafik
pergeseran struktur pengeluaran Pemerintah daerah Provinsi
Kepulauan Riau 20162011.

Gambar 64. Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau, 2012011
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6.4.Perbankan

Perkembanganperekonomian tidak pernah lepas dari
sektor perbankan. Bertambahnya jumlah bank di wilayah
Provinsi Kepulauan Riaumenunjukkan perkembangan positif
perekonomian wilah ini. Perbankan menjadi penopang utama
perputaran uang diwilayah ini.

Pada tahun 2010 jumlah kantor cabang, cabang
pembantu, dan kantor kas bankank nasional maupun daerah
hanya 197 buah namun tahun 2011 mengalami kenaikan
menjadi 219 buah. Hal ini menjadi pertanda positif makin

berkembangnya perekonomian di wilayah Kepulauan Riau.

Tabel 63. Jumlah Bank di Kepulauan Riau menurut Jenisnya

Tahun 2011
. Kantor Kantor Cabang Kantor
J Bank
enis ban Pusat Cabang Pembantu Kas Jumiah
1) 2 3 @ ®) ©)
1. Pemerintah - 12 46 40 98
2. Bank Pemerintah Daerah - 6 9 8 23
3. Bank Swasta Nasional - 32 51 13 96
4. Bank Asing dan Campuran - 2 - - 2
Jumlah
2011 - 52 106 61 219
2010 - 53 88 56 197
2009 - 49 78 52 179
2008 - 46 75 40 161

Sumber : Bank Indonesia, Cabang Batam
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Gambar 6.4Jumlah Bank di Provinsi Kepulauan Riau,
2008-2011

s

120 106
100 88

75 78

80 1
60 46
40

20

2008 2009 2010 2011

m Kantor Cabang m Cabang Pembantu = Kantor Kas

Sumber : Bank IndonesigCabang Batam
Sejalan dengan prkembangan jumlah bank jumlah

simpanan masyarakat yang berhasil dihimpun pihak
perbankan juga menunjukan perkembangan positif. uinlah

simpanan masyarakat semakin meningkat tiap tahunnya.
Pada tahun 201 jumlah simpanan meningkat 32,38%

dibandingkan tahun 2010.Pada tahun 2010 jumlah simpanan
masyarakat hanya mencapaR32.131,90 milyar rupiah. Pada
tahun 2011 jumlah simpanan masyarakat ini meningkat
menjadi sebesar307.317,49milyar rupiah.
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Tabel 64. Dana Simpanan menurut Kelompok Bank
di Kepulauan Riau, Tahun 2002011

[Jutz Rupih)
Jenis Bank 2009 2010 2011
(1) (3] [4] [5)
1. Pemerintzh 7333308 96315437 111431556
2. Bank Swasta 9574 845 118461155 170225192

3. Bank Perkreditan Ralkyat 738094 1715229 25657751

Jumlah 17 646 447 232131907 307317499

Jumlah dana  pinjaman  juga  menunjukan
perkembangan positif selama tahun 201€@011. Posisi
pinjaman padatahun 2011 juga menunjukkan peningkatan
dari tahun 2010, yaitu sebesar 17,42%Selama tahun 2010
jumlah pinjaman di perbankan sebesar 150.064,97 milyar
rupiah naik menjadi 213.393,14 milyar rupiah. Kenaikan
jumlah pinjaman ini membawa harapan makin marakyga
investasi di wilayah Kepulauan Riau. Tabel berikut menyajikan
jumlah pinjaman di perbankan selama tahun 20022011 di

wilayah Kepulauan Riau.
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Tabel 65. Dana Pinjaman menurut Kelompok Bank
di Kepulauan Riau, Tahun 2002011

(Juta Rupiah)
Jenis Bank 2009 2010 2011
(1) 3) Q) (5)
1. Pemerintah 7022580 90 625 001 113187905
2. Bank Swasta 79998 647 59439976 79 609 427
3. Bank Perkreditan Rakyat - - 20595 814
Jumlah 87 021 227 150064977 213393 146

Sumber : Bank Indonesia-Cabang Batam
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